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Abstract: The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformations across various 

sectors, including legal education. Law students, as future legal professionals, must understand both the 

opportunities and challenges posed by AI. Nowadays, there is no comprehensive regulation governing the use of 

AI in legal education, raising concerns abour legal gaps, academic intregrity, and graduate competency. This 

study aims to analyze the impact of AI on law students and highlight the urgency of establishing regulatory 

frameworks for its use. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The 

findings indicate that while AI can enhance the productivity of law students, it also has the potential to erode 

critical thinking skills and endanger students’ personal data if misused. Therefore, regulations are needed to 

define clear boundaries for AI use, ensure source transparency, and strengthen legal education curricula to adapt 

to technological advancements. 
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Abstrak: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, 

termasuk pendidikan hukum. Mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum perlu mengerti dampak AI, baik 

peluang maupun tantangannya. Hingga kini, belum ada regulasi yang komprehensif mengatur penggunaan AI 

dalam pendidikan hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kekosongan hukum, integritas 

akademik, dan kompetensi lulusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak AI terhadap mahasiswa 

hukum serta mendorong urgensi pembentukan regulasi penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan 

produktivitas mahasiswa hukum tetapi juga berpotensi mengikis kemampuan analisis kritis dan membahayakan 

data pribadi mahasiswa, jika tidak digunakan dengan benar. Dengan demikian perlu adanya regulasi yang 

mengatur batasan penggunaan AI, transparansi sumber, serta penguatan kurikulum pendidikan hukum yang 

adaptif terhadap teknologi. 

 

Kata kunci: Kecerdasan buatan,  mahasiswa hukum, regulasi teknologi. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Di era Revolusi Industri 5.0, pesatnya perkembangan teknologi kian dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui kehadiran Artificial Intelligence (AI). AI 

merupakan sebuah mesin teknologi yang dapat mengadaptasi kecerdasan manusia dalam 

mengambil keputusan, memproses informasi, serta melakukan tugas dengan cepat dan 

efektif. Dengan algoritma yang terus diperbarui, AI semakin mampu beradaptasi dan 

menyempurnakan kinerjanya. Salah satu fitur AI yang populer adalah layanan AI Chatbot, 

yaitu sebuah fitur AI yang memakai Natural Language Processing (NLP). NLP merupakan 

bagian dari AI yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer dengan memakai 

bahasa sehari - hari atau alamiah. 
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Pemanfaatan AI Chatbot pun telah merambah dalam berbagai sektor kehidupan, 

termasuk bidang pendidikan. Beberapa jenis AI yang umumnya dimanfaatkan dalam 

bidang pendidikan, terutama dalam membantu proses pembelajaran dan penulisan 

akademik, antara lain ChatGPT, Google Gemini, dan Perplexity. Dilansir dari 

Firstpagesade, AI yang paling banyak digunakan di tahun 2025 adalah ChatGPT dengan 

total 400 juta pengguna. Dalam dunia pendidikan tinggi hukum, AI sering dimanfaatkan 

oleh mahasiswa hukum sebagai alat bantu guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, 

seperti menganalisis data hukum dan menyusun argumentasi hukum. Teknologi canggih 

ini mampu menyajikan informasi secara cepat dan sesuai perintah. Tak hanya itu, AI juga 

berperan dalam mendukung mahasiswa hukum yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi kuliah, misalnya dengan menyajikan penjelasan yang lebih sederhana, 

memberikan simulasi kasus atau contoh aplikatif sehingga mahasiswa mendapatkan 

pemahaman yang menyeluruh. 

Namun, penggunaan AI yang semakin masif dalam pendidikan tinggi hukum 

menimbulkan berbagai dampak yang perlu diperhatikan. Kehadiran AI membawa berbagai 

dampak serius yang tidak dapat diabaikan, mulai dari aspek etika penggunaan teknologi, 

keamanan data pribadi, hingga kekhawatiran terhadap keaslian karya akademik. 

Ketergantungan berlebihan terhadap AI juga berpotensi menghambat kemampuan 

mahasiswa hukum dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang harus dimiliki oleh 

sarjana hukum. Tak hanya itu, kebenaran informasi yang dihasilkan oleh aplikasi AI 

chatbot perlu mendapatkan perhatian serius karena potensi disinformasi dapat merusak 

integritas akademik dan profesional jika tidak diverifikasi secara cermat. Informasi yang 

salah dari AI merupakan sisi negatif dari kemudahan akses informasi yang selama ini dipuji 

oleh penggunanya. Sayangnya, tidak semua pengguna mampu membedakan mana 

informasi yang benar untuk dijadikan acuan. Oleh sebab itu, penting untuk mengatur dan 

mengawasi kualitas informasi yang disajikan oleh AI melalui regulasi tertentu, demi 

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna layanan dan penyedia aplikasi 

tersebut. 

Permasalahan yang ditimbulkan dari implementasi AI semakin kompleks apabila 

dikaitkan dengan bidang hukum siber yang mengatur mengenai segala tindakan dalam 

ruang siber. Dari sudut pandang hukum siber, pemanfaatan AI di perguruan tinggi hukum 

harus dipantau secara ketat, mengingat adanya potensi pelanggaran hukum yang dapat 

ditimbulkan, seperti penyalahgunaan data pribadi mahasiswa, pelanggaran hak cipta 

melalui plagiarisme yang difasilitasi AI, serta akuntabilitas terhadap analisis hukum atau 
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rekomendasi yang disajikan oleh AI. Sementara itu, regulasi yang mengatur AI di Indonesia 

masih terbatas pada pengaturan konseptual dasar. Hal ini tercemin dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang belum mengatur 

penggunaan AI secara spesifik. Ketiadaan pengaturan yang rinci menimbulkan kekosongan 

hukum (legal vacuum), sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam 

penerapan teknologi AI di berbagai sektor. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah 

mengadopsi Undang-Undang Kecerdasan Buatan (EU AI Act) yang mengatur AI secara 

komprehensif. Regulasi ini menetapkan sejumlah prinsip dan kewajiban hukum yang harus 

dipatuhi oleh pengguna. Selain itu, EU AI Act juga dirancang untuk menjawab tantangan 

penerapan AI di berbagai bidang, termasuk pertimbangan etika yang melatarbelakanginya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dampak 

implementasi AI dalam aktivitas akademik mahasiswa hukum di perguruan tinggi. Selain 

itu, penelitian ini juga mengkaji pengaturan penggunaan AI secara normatif dalam 

kerangka hukum Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

yuridis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum 

primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan 

karya akademik yang relevan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data dalam  

penelitian  ini  diolah, dianalisis, dan disusun secara kualitatif untuk memperoleh 

pemahaman yang merinci. Penyajian data sekunder disertai dengan analisis mendalam 

untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dampak Implementasi AI oleh Mahasiswa Hukum di Perguruan Tinggi  

Sejak kemerdekaan Indonesia, pendidikan hukum terus mengalami perkembangan 

seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Hingga masa Revolusi 

Industri 5.0, pendidikan hukum terus beradaptasi dengan teknologi inovatif, salah satunya 

AI. AI umumnya dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam beberapa hal. Pertama, untuk 

mengakses materi pembelajaran dengan cepat, fleksibel, dan efisien. Mahasiswa dapat 

menggunakan platform AI untuk merangkum, menerjemahkan, atau mencari penjelasan 
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tentang suatu konsep hukum. Mahasiswa dapat meminta penjelasan mengenai teori hukum 

tertentu, atau meminta definisi dan penjelasan mengenai istilah hukum yang rumit.  

Kedua, AI dapat membantu mahasiswa dalam melakukan riset hukum. Salah satu 

contohnya adalah penggunaan Generative AI hukum, yaitu Allex. Allex dikembangkan 

oleh perusahaan berbasis teknologi hukum dan dirancang khusus untuk membantu proses 

pencarian data hukum seperti peraturan, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya secara 

cepat dan terstruktur. Proses riset hukum sering kali memakan waktu dan memerlukan 

akses ke berbagai sumber hukum. Namun, dengan bantuan AI Allex, mahasiswa dapat 

menghemat waktu dalam pencarian referensi hukum, dan lebih fokus pada analisis serta 

pengembangan argumen hukum yang lebih mendalam. Hal ini sangat relevan dalam 

konteks pendidikan hukum yang mengutamakan riset dan pembuatan argumen yang solid.  

Sebelum adanya Allex, robot AI pertama di Indonesia adalah LIA (Legal Intelligent 

Assistant). Robot LIA merupakan chatbot hukum pertama di Indonesia yang dirilis pada 

tahun 2018. Platform HukumOnline pertama kali mengumumkan perilisan LIA, yang 

kemudian diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Chatbot LIA bertujuan 

untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi hukum atau edukasi hukum 

dengan lebih mudah dan efisien, yang dapat diakses melalui platform lia.hukumonline.com. 

Robot LIA digambarkan sebagai sosok perempuan berusia 23 tahun yang cerdas dan 

memahami hukum, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berkonsultasi mengenai 

berbagai permasalahan hukum secara gratis melalui robot LIA. 

Ketiga, AI juga dapat menjadi sarana yang membantu mahasiswa meningkatkan 

pemahaman terhadap materi perkuliahan hukum melalui pembuatan kuis atau soal latihan 

secara otomatis. Mahasiswa dapat mengunggah bahan perkuliahan, jurnal, atau e-book 

hukum dalam bentuk dokumen di platform AI. Kemudian secara otomatis, AI akan 

merancang soal-soal latihan berdasarkan topik yang telah diunggah. Dengan demikian, AI 

berfungsi sebagai platform pembelajaran yang adaptif (adaptive learning) yang mampu 

menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan individu mahasiswa. Fitur ini 

sangat berguna bagi mahasiswa hukum dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian 

dengan cara yang lebih terarah dan efisien.  

Namun, di samping peluang yang ditawarkan oleh AI, terdapat juga tantangan 

serius yang tidak hanya terbatas pada aspek akademik saja, melainkan juga meliputi aspek 

regulasi, etika, dan perlindungan data pribadi. Dari segi regulasi, belum adanya aturan 

hukum yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan AI, terutama dalam dunia 

pendidikan tinggi. Sementara itu, teknologi AI terus berinovasi dengan pesat dan di luar 
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jangkauan regulasi yang berlaku, sehingga hukum tidak dapat mengejar ketertinggalan 

tersebut. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai segala tindakan yang terjadi di dunia 

digital, namun regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur ruang lingkup penggunaan AI di 

lingkungan akademik. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait batasan 

penggunaan, bentuk pelanggaran, serta pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI 

oleh mahasiswa.   

Selain itu, dilihat dari segi etika, penggunaan AI yang berlebihan juga 

meningkatkan risiko plagiarisme dan melanggar etika akademik. Dengan kemampuan AI 

dalam menghasilkan teks atau analisis secara instan, mahasiswa berpotensi menghasilkan 

karya yang bukan hasil pemikiran asli mereka sendiri. Hal ini dikarenakan AI, terutama AI 

Chatbot, umumnya menghasilkan jawaban yang bersumber dari internet atau jurnal 

akademik milik orang lain, tanpa menyertakan sumbernya. Jika mahasiswa menyalin 

semua jawaban dari ChatGPT tanpa melakukan parafrase dan tidak mencantumkan nama 

penulis, maka tindakan tersebut digolongkan sebagai plagiarisme. Sanksi bagi pelaku yang 

melakukan plagiarisme adalah pernyataan tidak sah dan pencabutan gelar akademik oleh 

perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Tantangan lain yang ditimbulkan adalah potensi ketergantungan mahasiswa 

terhadap AI dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis yang sangat 

esensial dalam pendidikan hukum. Salah satu tujuan utama pendidikan hukum adalah 

melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis 

kasus hukum, memahami putusan pengadilan, dan merumuskan argumen hukum yang 

kuat. Namun, penggunaan AI secara berlebihan justru menggerus keterampilan tersebut 

karena mahasiswa lebih mengandalkan jawaban dari AI daripada kemampuan berpikir 

kritisnya. Akibatnya, mereka berisiko menjadi pasif secara intelektual dan kehilangan 

kemampuan bernalar yang padahal sangat dibutuhkan dalam praktik dan profesi hukum di 

masa depan.  

Di sisi lain, masalah privasi dan perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan 

serius. Dalam penggunaan platform AI, sering kali data pribadi mahasiswa maupun dosen 

diunggah atau diproses tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini berpotensi melanggar 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi, yang mengatur bahwa pengendali data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan 

data pribadi. Misalnya, penggunaan aplikasi AI berbasis cloud yang berasal dari luar negeri 

dapat menyebabkan kebocoran data pribadi seperti identitas mahasiswa, nilai akademik, 
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atau hasil penelitian, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh AI tanpa persetujuan yang 

sah dari pemilik data. 

Secara keseluruhan, meskipun AI membawa banyak manfaat dalam meningkatkan 

efisiensi dan aksesibilitas pembelajaran, penerapannya di perguruan tinggi hukum tetap 

harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan harus diawasi secara ketat oleh dosen. 

Mengingat adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait penggunaan AI dalam 

pendidikan, hal ini menjadi penting bagi Fakultas Hukum untuk segera menyusun pedoman 

etika terkait penggunaan AI. Pedoman ini dapat mencakup verifikasi sumber data AI, 

pembatasan penggunaan AI untuk tugas akademik tertentu, edukasi mengenai hak cipta 

dan pelindungan data pribadi, serta penerapan sanksi akademik terhadap penyalahgunaan 

AI. Dalam hal ini, pendidikan hukum yang berbasis pada pemikiran kritis dan kemampuan 

analisis mahasiswa harus tetap menjadi prioritas utama, dengan AI berfungsi sebagai alat 

bantu yang memperkaya proses pembelajaran, bukan menggantikannya. 

 

Urgensi Pembentukan Regulasi Terkait Penggunaan AI di Perguruan Tinggi 

Hukum 

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan, termasuk di 

perguruan tinggi hukum, mendorong perlunya pengaturan hukum yang memadai di 

Indonesia. Mengenai hal tersebut, hukum siber Indonesia berperan penting untuk 

menyediakan landasan hukum terhadap penggunaan AI. Meskipun hingga kini belum 

terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai AI, beberapa ketentuan 

hukum siber yang berlaku tetap relevan. UU ITE menjadi dasar utama dalam mengatur 

penggunaan AI.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, AI dapat digolongkan sebagai sistem 

elektronik karena kemampuannya dalam mengelola, mengolah, dan menyampaikan 

informasi elektronik. Selain itu, Pasal 1 angka 8 UU ITE menyebutkan tentang agen 

elektronik yang bertindak atas perintah manusia secara otomatis, karakteristik ini juga 

melekat pada teknologi AI. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik 

(PP PSTE) yang mendefinisikan agen elektronik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa AI 

merupakan sistem elektronik dan agen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. 

Di samping itu, AI tidak diperlakukan sebagai subjek hukum, tetapi sebagai objek 

hukum. Artinya, AI tidak memiliki tanggung jawab hukum mandiri, melainkan tanggung 

jawab hukum tetap berada pada penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikannya. 
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Ketentuan ini ditegaskan dalam PP PSTE, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan 

bahwa pihak yang mengoperasikan sistem (termasuk AI) harus bertanggung jawab 

terhadap perlindungan data, keamanan sistem elektronik, dan keandalan layanan yang 

disediakan.  

Dalam konteks penerapan AI di perguruan tinggi hukum, baik mahasiswa maupun 

perguruan tinggi sebagai pengguna dan/atau penyelenggara sistem elektronik wajib 

memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan dengan menjamin perlindungan data pribadi 

mahasiswa, menjaga keamanan sistem AI yang digunakan, serta memastikan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan data, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan 

bahwa penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan 

pemilik data. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur bahwa setiap 

pengontrol data pribadi wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi 

sebelum data tersebut diproses. Hal ini penting karena AI berpotensi mengakses dan 

menyalahgunakan data pribadi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya yang 

menggunakan AI. Namun, AI tidak dapat mengakses data pribadi tersebut tanpa adanya 

input dari mahasiswa dan dosen sebagai pemilik data tersebut. Oleh karena itu, para 

mahasiswa dan dosen perlu dihimbau untuk tidak membeberkan informasi pribadi kepada 

AI.  

Sebagai perbandingan dengan langkah konkret negara lain dalam menghadapi 

penyalahgunaan data oleh AI ChatGPT, Jepang telah menunjukkan tingkat kesadaran yang 

tinggi terhadap isu ini. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Jepang telah memberikan 

peringatan resmi kepada OpenAI, pengembang ChatGPT terkait praktik pengumpulan data 

pengguna dan data pihak ketiga yang digunakan dalam proses pembelajaran mesin AI 

tersebut. Komisi tersebut menginstruksikan OpenAI untuk tidak mengambil informasi 

pribadi yang tergolong sensitif dari pengguna, serta menyatakan bahwa mereka dapat 

mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran tambahan.  

Di sisi lain, kesadaran terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh ChatGPT juga 

muncul di Inggris, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak secara terbuka menekankan 

perlunya pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi ini. 

Selain itu, urgensi terkait risiko ChatGPT turut dirasakan di Amerika Serikat, di mana 

Federal Trade Commission (FTC) telah memulai penyelidikan terhadap OpenAI untuk 
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menilai apakah ChatGPT telah melakukan praktik yang tidak adil dalam hal privasi data, 

keamanan informasi, maupun risiko yang dapat merugikan konsumen. 

Indonesia perlu mengambil langkah nyata dengan memperkuat kerangka regulasi 

terkait batasan penggunaan AI di Perguruan Tinggi dan perlindungan data pribadi dalam 

penggunaan teknologi AI, termasuk aplikasi seperti ChatGPT. Mengingat potensi 

penyalahgunaan data dan risiko disinformasi yang dapat berdampak luas terhadap 

masyarakat, pemerintah Indonesia harus mempercepat implementasi pengawasan berbasis 

regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP serta ketentuan dalam UU 

ITE.  

Hukum siber di Indonesia telah memberikan kerangka kerja umum untuk mengatur 

penggunaan AI di perguruan tinggi, walaupun masih diperlukan pembentukan regulasi 

spesifik agar pengawasan dan pemanfaatan AI di bidang pendidikan dapat berjalan secara 

optimal dan bertanggung jawab. Namun demikian, karena norma-norma dalam undang-

undang tersebut bersifat umum dan tidak mengatur AI secara spesifik dalam konteks 

akademik, perlu adanya kebijakan internal di lingkungan perguruan tinggi hukum. Salah 

satu langkah konkret yang penting dilakukan adalah penyusunan pedoman etika 

penggunaan AI di Fakultas Hukum. Pedoman tersebut setidaknya harus mengatur 

mengenai batasan penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Selain itu, pedoman ini juga 

harus menekankan bahwa AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu dalam memperoleh 

referensi atau mengolah data, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis dan analisis 

hukum yang menjadi inti dari pendidikan hukum.  

Di samping itu, pedoman tersebut juga perlu mengatur kewajiban pengguna AI 

untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU 

PDP. Fakultas Hukum harus pula memastikan bahwa penggunaan AI tidak menghasilkan 

plagiarisme atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk memastikan efektivitasnya, 

pedoman ini perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh civitas akademika 

serta disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran. 

Dengan adanya pedoman ini, penggunaan AI di perguruan tinggi hukum dapat dilakukan 

secara bertanggung jawab, etis, dan tetap sejalan dengan tujuan pendidikan hukum untuk 

membentuk profesional hukum yang berintegritas tinggi. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Implementasi AI di perguruan tinggi hukum di Indonesia menghadirkan peluang 

sekaligus tantangan besar yang tidak bisa dihiraukan. Di satu sisi, penggunaan AI dapat 

membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan hukum, misalnya dapat mempercepat 

pencarian peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, serta memberikan 

akses yang luas terhadap literatur dan sumber-sumber hukum internasional. AI juga 

berpotensi mendukung pengembangan metode pembelajaran yang lebih adaptif, 

memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh materi sesuai dengan kebutuhan dan 

kecepatan belajar mereka. Namun, di sisi lain muncul berbagai risiko, seperti maraknya 

praktik plagiarisme, menurunnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa, hingga ancaman 

terhadap perlindungan data pribadi. Sehingga, penggunaannya harus tetap diawasi dan 

diatur secara ketat.  

Perkembangan teknologi AI di bidang pendidikan menuntut adanya landasan hukum 

yang lebih jelas dan komprehensif. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur 

AI secara rinci, ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP telah memberikan 

kerangka hukum dasar mengenai penggunaan sistem elektronik, termasuk AI. Dalam 

sistem hukum Indonesia, AI diposisikan sebagai agen elektronik, sehingga segala 

kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum Agen Elektronik melekat pada 

penyedia perangkat AI. Negara lain, seperti Jepang dan Amerika Serikat telah menetapkan 

regulasi yang tegas dan akan mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran 

yang dilakukan oleh perusahaan AI tersebut. Indonesia perlu mengikuti langkah serupa 

dengan memperkuat regulasi yang ada, khususnya dengan menetapkan aturan yang lebih 

spesifik terkait penggunaan AI dan pertanggungjawaban hukumnya.  
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